REPUBLIK INDONESIA

No0.440, 2011 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Organisasi. Tata Keja  Panitia Pengawas
Pemilihan. Provinsi NAD.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
ACEH, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas,
wewenang, dan kewagjiban Pengawas Pemilihan Umum
Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah Provins
Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu ada pembagian
tugas dan fungsi organisas Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat
provinsl, kabupaten/kota, dan kecamatan yang bersifat
non-struktural;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum  berwenang
menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
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c. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah
dan wakil kepala daerah di Provins Nanggroe Aceh
Darussalam mempunyai kekhususan sesuai dengan status
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang
bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Organisas dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan
Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4844),

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepaa Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;,

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan
Dan Pemberhentian Kepala Sekretariat Dan Pegawal
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provins,
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Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jgaran Sekretariat
Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Provins dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/K ota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Umum Kepaa Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN ACEH, PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, DAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
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Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut
Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur.

Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslu Aceh,
adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota di
Nanggroe Aceh Darussalam.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut
Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu
Kadadi wilayah kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Panwaslu Kada adalah Panwaslu Aceh, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu K ecamatan.

Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Aceh, Panwaslu
Kabupaten/K ota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Sekretariat Panwaslu Kada adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan
dengan Panwaslu Kada yang menjalankan fungs teknis dan administratif
kepada Panwaslu Kada dalam melaksanakan tugas dan wewenang
pengawasan Pemilu Kada.
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